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Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

 

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani 

masyarakat 

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

NO Sasaran  
Indikator 

Sasaran/Program 
Definisi Operasional Rumus Perhitungan 

Penanggung 

Jawab 

 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis EsselonII Kepala 

Bappeda 

1. Perencanaan dan 

Penganggaran 

Pembangunan 

Daerah yang 

berkualitas 

Capaian kesesuaian dengan 

Parameter penilaian 

dokumen perencanaan 

daerah 

Persentase kesesuaian 

dokumen perencanaan  

dengan parameter 

penilaian Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

 
∑𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 

∑𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100 

 

2.  Penilaian Perencanaan, 

Pengukuran, pelaporan dan 

capaian kinerja 

Capaian penilaian 

perencanaan, pengukuran, 

pelaporan dan capaian 

kinerja oleh Inspektorat 

Provinsi Banten 

Capaian nilai LKIP Bappeda Provinsi Banten 

Kategori : 

Peringkat Nilai 

AA > 90-100 

A > 80-90 

BB > 70-80 

B > 60-70 

CC > 50-60 

C > 30-50 

D 0-30 
 

 

3. Meningkatnya 

Penelitian dan 

Pengembangan 

yang berkualitas 

Cakupan Penelitian dan 

pengembangan 

Capaian penelitian yang 

dihasilkan dan 

dimanfaatkan 

Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan 

pembangunan dalam rangka evidence based policy 

 
 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
x 100 

 

4. Meningkatnya 

Ketersediaan data 

dan informasi 

perencanaan 

pembangunan 

secara elektronik 

Maturitas SIPD  Untuk menentukan 

kualitas dalam konteks 

maturitas sistem informasi 

pembangunan daerah  

 

 

Level Keterangan 

1 (belum ada) Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur 

pelaksanaan pengendalian internal 

2 (Rintisan) Praktik pengendalian internal bersifat ad hoc dan tidak 

terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan  

3 

(Berkembang) 

Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik 

dan belum ada evaluasi efektifitasnya 

4 (Terdefinisi) Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun 

evaluasinya tanpa dokumentasi memadai 
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Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

 

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani 
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Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

NO Sasaran  
Indikator 

Sasaran/Program 
Definisi Operasional Rumus Perhitungan 

Penanggung 

Jawab 

5 (Terkelola 

dan Terukur) 

Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan 

ada evaluasi formal yang terdokumentasi 

6 ( Optimum) Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, 

terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung 

pemantauan otomatis 
 

 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III) 

 

 

1. Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

pengendalian 

program 

pembangunan  

Persentase dokumen 

perencanaan RKPD yang 

telah ditetapkan dengan 

Perkada 

Capaian dokumen RKPD 

yang ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah 

 
∑𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑎

∑𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 
𝑥100 

Kepala Bidang 

Perencanaan dan 

Pengendalian 

Program 

Pembangunan 

2.  Persentase kesesuaian 

pelaksanaan  program 

Perencanaan terhadap 

kinerja Pembangunan 

Tingkat kesesuaian dokumen  

Perencanaan terhadap 

kriteria PPD (keterkaitan, 

konsistensi dan kelengkapan 

dan kedalaman dokumen 

perencanaan) (Satuan: %) 

 

 

 

=
∑𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑃𝐷

∑𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑃𝐷
𝑥100 

 
 

 

3.  Tingkat Ketersediaan 

Pembiayaan Non-APBD 

Tingkat dukungan Non - 

APBD terhadap Program 

Prioritas 

Usulan : 

 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑁𝑜𝑛−𝐴𝑃𝐵𝐷

∑𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛
𝑥100 

 
 

 

4. Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

pengendalian 

Kegiatan 

pembangunan Mitra 

Bidang IPW 

Persentase keselarasan 

rencana tata ruang dengan 

tata ruang ( %) 

Proporsi kesesuaian program 

terhadap pola struktur ruang 

dengan RTRW 

 
∑𝑝𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑅𝑇𝑅𝑊 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑛𝑖

∑𝑝𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑅𝑇𝑅𝑊 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖  
𝑥100 

Kepala Bidang 

Infrastruktur dan 

Pengembangan 

Wilayah 
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Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani 

masyarakat 
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NO Sasaran  
Indikator 

Sasaran/Program 
Definisi Operasional Rumus Perhitungan 

Penanggung 

Jawab 

5.  Persentase usulan  

kegiatan lingkup Bidang 

Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah 

yang diakomodir dalam 

dokumen perencanaan 

Capaian proporsi penjabaran 

program RKPD yang 

konsisten kedalam Renja 

Perangkat Daerah Mitra 

Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah 

 
∑𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑒𝑛𝑗𝑎

∑𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷
𝑥100 

 

6.  Persentase kesesuaian 

pelaksanaan  kegiatan  

Perencanaan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Mitra Bidang IPW 

Capaian Kesesuian 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Mitra Bidang IPW 

 
∑𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

∑𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛  
𝑥100 

 

7. Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

pengendalian 

Kegiatan 

pembangunan Mitra 

Bidang Sosial dan 

Pemerintahan 

Persentase usulan kegiatan 

lingkup Bidang Sosial dan 

Pemerintahan yang 

diakomodir dalam 

dokumen perencanaan 

Capaian proporsi penjabaran 

program RKPD yang 

konsisten kedalam Renja 

Perangkat Daerah Mitra 

Bidang Sosial dan 

Pemerintahan 

 
∑𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑒𝑛𝑗𝑎

∑𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷
𝑥100 

Kepala Bidang 

Sosial dan 

Pemerintahan 

8.  Persentase kesesuaian 

pelaksanaan  kegiatan  

Perencanaan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Mitra Bidang 

Sosial dan Pemerintahan 

Capaian Kesesuian 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Mitra Bidang Sosial 

dan Pemrintahan 

 
∑𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

∑𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛  
𝑥100 

 

9. Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

pengendalian 

Kegiatan 

pembangunan Mitra 

Bidang 

Perekonomian 

Persentase usulan kegiatan 

lingkup Bidang Ekonomi 

yang diakomodir dalam 

dokumen perencanaan 

Capaian proporsi penjabaran 

program RKPD yang 

konsisten kedalam Renja 

Perangkat Daerah Mitra 

Bidang Ekonomi  

 
∑𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑒𝑛𝑗𝑎

∑𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷
𝑥100 

Kepala Bidang 

Perekonomian 
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NO Sasaran  
Indikator 

Sasaran/Program 
Definisi Operasional Rumus Perhitungan 

Penanggung 

Jawab 

10.  Persentase kesesuaian 

pelaksanaan  kegiatan  

Perencanaan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Mitra Bidang 

Perekonomian 

Capaian Kesesuian 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Mitra Bidang 

Perekonomian 

 
∑𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

∑𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛  
𝑥100 

 

10. Meningkatnya 

Pemanfaatan 

Penelitian, 

Pengembangan dan 

Data Daerah yang 

dimanfaatkan 

Meningkatnya hasil 

penelitian yang 

dimanfaatkan 

Proporsi hasil penelitian 

yang dimanfaatkan dalam 

proses perencanaan 

pembangunan 

Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan 

pembangunan dalam rangka evidence based policy 
 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
 

Kepala Bidang 

Penelitian dan 

Pengembangan 

11.  Meningkatnya inovasi 

yang diadopsi 

Capaian peningkatan inovasi 

yang diadopsi 

 
 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑝𝑠𝑖

 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
 

 

12. Meningkatnya 

validitas  data dan 

Informasi 

Terpenuhinya Kebutuhan 

Data untuk Perencanaan 

Pembangunan Sesuai 

SIPD 

Terpenuhinya Kebutuhan 

Data untuk Perencanaan 

Pembangunan Sesuai SIPD 

 
 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖

 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛
 

 

 


